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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice sebelum 

dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengkaji praktik pelaksanaan 

restorative justice berbasis kepentingan pelaku dan korban di Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Kediri periode tahun 2023–2025. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian 

lapangan berupa wawancara serta analisis dokumen perkara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan restorative 

justice masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai regulasi, yaitu Peraturan 

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2024, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Setelah berlakunya undang-

undang tersebut, restorative justice dikodifikasikan sebagai norma hukum acara 

pidana sehingga memberikan kepastian hukum dan keseragaman mekanisme 

penerapan. Praktik restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah 

berjalan sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan terpenuhinya 

syarat formil dan materiil, serta terlaksananya mediasi yang menghasilkan 

kesepakatan damai baik bersyarat maupun tanpa syarat. Pelaksanaan tersebut 

dinilai mampu mengakomodasi kepentingan pelaku dan korban melalui pendekatan 

pemulihan yang berkeadilan. Namun, masih diperlukan harmonisasi lebih lanjut 

melalui pembentukan peraturan pelaksana yang terintegrasi serta penyesuaian 

mekanisme pelaksanaan restorative justice sesuai ketentuan terbaru dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 
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